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ABSTRAK 

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN  

BANGKINANG 

 

OLEH:  

 

SARA OKTAVIANA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pelayanan pembayaran 

dan upaya peningkatan pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui 

teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi dan wawancara kepada 

narasumber yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

kendala pelayanan pembayaran yang terjadi disebabkan mulai dari faktor 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, faktor ekonomi, kinerja 

karyawan yang tidak sesuai standar operasional prosedur, hingga minimnya 

anggaran pemerintah. Selain itu, upaya-upaya peningkatan pelayanan yang 

dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang adalah sosialisasi yang 

dilakukan kepada masyarakat, reward, hingga pembenahan kinerja dari karyawan.  

 

 

Kata kunci:  Upaya Peningkatan Pelayanan Pajak Kenderaan Bermotor Di 

Upt Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam mengemban tugasnya, pemerintah daerah senantiasa membutuhkan 

sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin di rasakan 

oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan 

adanya otonomi daerah,pemerintah diharapkan untuk dapat memacu pencarian 

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 

daerah dari berbagai alternatif. Undang-undang pemerintahan daerah menetapkan 

pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal 

dari daerah serta dapat dikembangkan sesuai daerah masing-masing.  

 Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah, 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu 

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah juga 

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan 

daerah , yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dan hasilnya untuk digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah, pasal 2 Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Pajak provinsi  

2. Pajak kabupten/kota  
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Sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 

Daerah maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah 

pusat diserahkan kepada daerah otonom sehingga pemerintah daerah otonom 

dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan 

kemampuan yag dimiliki. Otonomi yang hendak dilaksanakan diharapkan akan  

memberikan manfaat yang besar terhadap daerah.Seperti yang diungkapkan 

Winarno (2016:301) manfaat yang diharapkan dilaksankannnya otonomi daerah 

adalah pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan 

dan pembangunan di daerah. Kedua, terciptanya hubungan harmonis dan salin 

membutuhkan antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga, mempertinggi daya 

serap aspirasi masyarakat dalam program pembangunan. Keempat, terjadinya 

penanganan masalah secara terpusat dan tepat dari berbagai permasalahan aktual 

yang berkembang dalam masyarakat. Kelima, mendorong munculnya partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah.  

Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber 

pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan 

bermotor termasuk dalam jenis barang mewah. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah definisi 

pajak kendaraan bermotor adalah: pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor.  

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 
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mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016:175). 

Kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Tentu 

jumlah peningkatan ini diikuti oleh kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat pula. Jumlah kendaraan bermotor ini akan mempengaruhi pajak 

kendaraan bermotor yang telah ditelah ditetapkan sehingga akan memberikan 

dampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.   

Berdasarkan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi 

yang ada dalam penetapan pembayaran pajak kendaraan bermotor.Provinsi Riau 

diberikan kewenangan untuk memungut pembayaran pajak kendaraan bermotor 

sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap kabupaten/ kota yang ada di 

Provinsi Riau Pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi Riau 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  

Dalam melakukan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di 

provinsi Riau dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sering dikenal 

dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan 

Daerah, Polisi Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa 

Raharja. Salah satu tujuan pembentukan kantor Samsat ini adalah untuk 

memudahkan pelaksanaan  pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta 
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memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan 

registrasi kendaraan bermotor dan pelayanan pajak. 

Tabel I.1 

Daftar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

 

Tahun Target Realisasi Persentase Ket 

2017 Rp 44.261.710.754,00 Rp. 38.948.486.441,00 88,00%  

2018 Rp 41.805.862.451,00 Rp. 41.545.398.254,00 99,38%  

2019 Rp. 43.711.879901,00 Rp. 43.937.254.256,00 100,52%  

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam  

membayar pajak kendaraan bermotor tahun ke tahun meningkat. Peningkatan ini 

terjadi karena banyaknya kendaraan baru yang terus bertambah sehingga terdapat 

2 pajak yang harus dibayarkan,yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama.  Sedangkan pajak tahunan dari kendaraan tersebut tidak dibayarkan 

sehingga peneriman pajak yang diterima tidak sesuai target.  

Salah satu instansi yang bertugas dan berkewajibandalam melakukan 

pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah Bangkinang 

adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Hal yang terjadi dilapangan 

dapat dilihat masyarakat masih enggan untuk membayar pajak kendaraan 

bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, adapun hal tersebut 

dikarenakan fenomena yang penulis rangkum, antara lain: 

1. Ketidakpastian waktu. Dalam penginformasian waktu pengurusan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak ada  diinformasikan dengan 

jelas, tentu akan membuat para wajib pajak kendaraan bermotor harus 

menunggu ketidakjelasan tersebut. 
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2. Ketidakjelasan biaya administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Dalam penginformasian biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor 

tidak ada  diinformasikan dengan jelas. Wajib pajak yang ingin membayar 

pajak tidak tahu persis berapa uang yang harus dibawa karena tidak adanya 

penginformasian tentang administrasi. 

3. Kenyamanan. Sarana yang disediakan UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang belum memenuhi syarat layak digunakan. Yang mana 

kurangnya fasilitas yang memadai seperti Toilet dan Musholla yang tidak 

dipergunakan secara maksimal menjadikan fasilitas tersebut tidak 

memadai untuk digunakan.  

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan 

melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul 

“UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN 

BANGKINANG. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kendala- kendala pelayanan pembayaran Pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang ? 

2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang? 

 



 

 

6 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kendala- kendala pelayanan pembayaran Pajak 

Kenderaan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

2. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

pembayaran Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang 

1.3.2 Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat penelitian sbagai berikut : 

1. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan perpajakan yang 

diperoleh di UIN Suska Riau dan menambah wawasan khususnya tentang 

Pajak Kenderaan Bermotor yaitu mengenai pelayanan pembayaran pajak 

kenderaan bermotor  

2. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang diharapkan penelitian ini 

dapat membantu dan dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan 

dalam usaha meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kenderaan 

bermotor  

3. Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu wawasan 

dalam bidang perpajakan khususnya pajak kenderaan bermotor dan dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian lainnya.  
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1.4 Metode Penelitian  

1.4.1 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 74 Bangkinang. 

  

1.4.2 Waktu Penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan penulis pada tanggal 1 Februari 2020 

sampai tanggal 30 Maret 2020.  

 

1.4.3 Jenis Data  

Adapun jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui  

wawancara, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung 

kepada kepala UPT, Kasubbag Umum, Kepala Seksi penerimaan dan 

beberapa pegawai di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar yang dianggap 

bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data di peroleh secara tidak langsung dari media 

perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui 

tempat atau lokasi penelitian yaitu dikantor UPT Pendapatan Kabupaten 

Kampar. 
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1.4.4 Teknik Pengumpulan Data  

1. ObservasiObservasi adalah pengamatan secara langsung di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian 

penulis. 

2. Interview 

Interview adalah suatu pengumpulan data yang di peroleh dengan 

memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber, dan langsung 

dijawab narasumber. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya. 

1.4.5 Analisis Data  

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka 

penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan 

yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja. 
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1.5 Sistematika penulisan  

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini, adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan.   

BAB II  GAMBARAN UMUM  

 Bab ini menjelaskan diskripsi atau gambaran umum Kantor Samsat 

Bangkinang dan menjelaskan program dan sasaran organisasi kantor, 

struktur organisasi.  

BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK  

 Dalam bab ini berisikan tentan uraian teoritis yang akan menguraikan 

teriteori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjad pembahasan 

penelitian, dan melakukan praktik penelitian.  

BAB IV  PENUTUP  

 Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari beberapa hasil penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM UNIT KERJA TEMPAT PENELITIAN  

 

2.1  Tempat Penelitian  

Mahasiswa melaksanakan Penelitian di Unit Pelaksanaan Teknis 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau, yang dilaksanakan 

dari tanggal 01 Februari s/d 30 Maret 2020. 

 

2.2  Bagian/ Unit Kerja Tempat Penelitian  

Adapun bagian/ unit kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala UPT 

2. Kasubbag Tata Usaha 

3. Kasi Penerimaan dan Penetapan 

4. Kasi Penagihan dan Pembukuan 

5. Staf TU 

6. Pendaftaran / Bagian Pelayanan 

7. Bendahara Khusus Penerimaan 

8. Bendahara Khusus Pengeluaran 

9. Kasir 
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2.3  Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

2.4  Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian  

a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau  

Kantor UPT Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau pada awalnya 

dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts. 29 

Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan 

Pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah melalui Perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di 

KEPALA KANTOR UPT PENDAPATAN 

BANGKINANG 

KASSUBAG TATA USAHA 

KETATA USAHAAN, KEPEGAWAIAN 

DAN ADM UMUM 

KASI PENAGIHAN DAN 

PEMBUKUAN 

KASI PENERIMAAN DAN 

PENETAPAN 

PENAGIHAN TUNGGAKAN PKB 

DAN BBNKB 

PELAYANAN SAMSAT 
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dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Badan Pendapatan daerah 

Provinsi Riau.  

Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi 

Riau (SOTK) diantaranya Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau mempunyai 

kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar 

asas otonomi daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat 

ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh 

pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka 

dekonsentrasi.  

b. Visi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau  

Visi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau adalah ‘’ Terwujudya 

Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam 

Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia 

Tenggara Tahun 2020.’’ 

c. Misi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau  

1. Terdatanya potensi penerimaan baik dalam bentuk PAD maupun dana 

pemerintah.  

2. Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan 

daerah. 

3. Terselenggaranya sinkronisasi dalam upaya peningkatan penerimaan 

daerah. 
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4. Optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif 

sekaligus optimalisasi penerimaan daerah. 

5. Terlaksananya akuntabilitas kinerja aparat BAPENDA menuju good 

government. 

 

2.5   Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian 

Berdasarkan tempat pelaksanaan kerja lapangan, Mahasiswa ditempatkan 

di bagian pelayanan. Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan 

mendukung pelaksanaan di bidang pelayanan. Bagian pelayanan mempunyai 

tugas untuk melakukan pembuatan menginput data-data dalam pembuatan 

formulir SPPKB.  

Tugas bagian/unit kerja tempat PKL yang dilaksanakan di UPT 

Pendapatan Bangkinang Badan Provinsi Riau mempunyai unit kerja masing-

masing yaitu: 

1. Kepala UPT 

a. Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan 

sebahagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis 

penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebahagian daerah 

kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Pendapatan. 

2. Kasubag Tata Usaha 

a. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan 

kantor, keamanan UPT, melaksanakan Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian.  
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b. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat 

menyurat UPT, mengetik, mengolah, mencatat, dan mengadakan 

naskah.  

c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dan menghimpun serta 

menyusun investarisasi data kepegawaian UPT.  

d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta 

menyusun rencana anggaran UPT.  

3. Kasi Penerimaan dan Penetapan  

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan Pendapatan UPT. 

b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan 

penetapan pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di 

wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.  

c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 

SAMSAT pada setiap harinya dan pengkoordinasian serta pengelolaan 

pelayanan SAMSAT, menerbitkan surat tagihan pajak daerah ( STPD).  

d. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.  

4. Kasi Penagihan dan Pembukuan  

a. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah, 

dan menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-masing UPT. 

b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan 

dan pelaporan UPT. 
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c. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang Penagihan dan 

Pembukuan, serta pelayanan di bidang Penagihan dan Pembukuan.  

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan di 

bidang Penagihan dan Pembukuan.  

5. Staf TU  

a. Mengontrol persediaan SKPD, SPPKB, dan plastik SKPD 

b. Membuat pengajuan permintaan blangko SKPD, SPPKB, danplastik 

SKPD. 

c. Ekspedisi surat menyurat ke Kantor Dinas Provinsi Riau dan Biro 

Keuangan Pemprov Riau.  

6. Pendaftaran/ Bagian Pelayanan 

a. Memberikan formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Kenderaan Bermotor (SPPKB) kepada Wajib Pajak setelah persyaratan 

lengkap.  

b. Mengontrol Penetapan Nilai Jual Kenderaan Bermotor (NJKB)  untuk 

Merk dan Type Kenderaan, mengentry data type kendaraan yang 

belum ada (kosong).  

c. Korektor kutipan dan Surat Pajak Daerah (SKPD) Perpanjangan, Bea 

Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Duplikat. 

d. Mengentry data Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) yang belum ada 

(kosong) dari UPT Pendapatan Kota dan UP Pendapatan Pendapatan 

Kampar. 
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7. Bendaharaan Khusus Penerimaan 

a. Melayani Penerimaan Pajak Daerah (PKB, BB-KB, PKB Alat2 Berat, 

BBN-KB Alat2 Berat, AP, SP3). 

b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 

penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya 

(menerima uang, menghitung dan menyetorkan uang pajak 

perpanjangan, duplikat, rubah jenis, ganti nopol, BBNKB, mutasi 

masuk dan keluar).  

c. Mempertanggungjawabkan secara Administrasi atas pengelolaan uang 

menjadi tangung jawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa 

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya.  

8. Bendahara Khusus Pengeluaran 

a. Melayani belanja rutin UPT Pendapatan Bangkinang, mengarsipkan 

surat masuk dan keluar, mengagendakan dan menindaklanjuti surat 

masuk dan keluar.  

b. Membuat laporan Pemakaian Anggaran Rutin UPT Pendapatan 

Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar. 

9. Kasir  

a. Mempertanggung jawabkan penerimaan uang pajak Kenderaan 

Bermotor (PKB) Pengesahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Kasir Penerimaan PKB dan BBN-KB Pembayaran Pajak Tahunan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan penulis dan hasil data yang di 

peroleh dari UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kendala-kendala yang dihadapi seperti faktor kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak, faktor ekonomi, kinerja karyawan 

yang tidak sesuai standar operasional prosedur,hingga minimnya anggaran 

pemerintah.  

2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang adalah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, reward, 

hingga pembenahan kinerja dari karyawan. Dari upaya-upaya yang 

dilakukan diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak tiap tahunnya.  

Hal-hal di atas jelas akan menjadi andalan reformasi perpajakan dari 

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun, keberhasilan dari 

usaha tersebut kembali akan bergantung pada moral para wajib pajak dan moral 

petugas perpajakan itu sendiri. 

 

4.2 Saran  

Melihat masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di UPT Pengelolan Pendapatan Bangkinang , maka penulis 
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dapat memberikan saran kepada pihak yang terkait. Adapun saran yang dimaksud 

adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya memberikan 

anggaran yang cukup untuk Kantor Samsat Bangkinang khususnya UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Sebab hal ini menjadi bukti inovasi 

pelayanan publik yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor.  

2. Dinas Pendapatan Daerah melalui UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media 

cetak.  

3. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya mulai menyadari dan 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga dengan demikian informasi 

tentang pajak yang didapatkan bisa memberi pemahaman yang baik agar 

masyarakat taat membayar pajak dan memberikan pengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak daerah.  
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